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					            Abstrak
              Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang tidak selalu berjalan dengan mulus, yang mana setiap rumah tangga pasti memiliki permasalahan. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu konflik yang bertujuan dengan perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah perbedaan keyakinan, terutama jika salah satu pasangan berpindah agama setelah menikah. Hal ini menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait hak asuh anak. Masalah semakin kompleks ketika ibu yang mendapatkan hak asuh ternyata murtad, seperti dalam Putusan PA Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI. Putusan tersebut memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesamaan agama dalam KHI, meskipun hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut implikasi yuridis dari putusan tersebut berdasarkan hukum Islam, hukum nasional, dan perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pemberian hak asuh anak kepada ibu yang murtad terhadap pendidikan agama anak, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia, termasuk UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI, Sistem Pendidikan Nasional, dan yurisprudensi terkait. Kajian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis difokuskan pada norma hukum positif, prinsip hukum Islam, dan kerangka perlindungan anak, menggunakan data dari studi pustaka, putusan pengadilan, dan peraturan terkait. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa hak asuh kepada ibu murtad berpotensi mengganggu pendidikan agama anak. Putusan hakim belum mempertimbangkan norma hukum positif, perlindungan akidah, dan sistem pendidikan nasional secara utuh, sehingga belum menjamin hak pendidikan agama anak.
KataKunci:Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Beda Agama, Keputusan Hakim.
						Abstract
  This study discusses marriages that do not always run smoothly, where every household inevitably has problems. This leads to conflict that leads to divorce. One of the causes of divorce is differences in faith, especially if one partner changes religion after marriage. This raises new legal issues, particularly regarding child custody. The problem becomes more complex when the mother who received custody turns out to be an apostate, as in the Parigi District Court Decision No. 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI. The decision sparked controversy because it was considered contrary to the principle of religious equality in the Compilation of Islamic Law (KHI), even though the judge prioritized the best interests of the child. Therefore, it is necessary to further analyze the legal implications of this decision based on Islamic law, national law, and the protection of children's rights. This study aims to analyze the legal implications of granting child custody to an apostate mother on the child's religious education, as well as examine the judge's legal considerations in this decision based on positive law in Indonesia, including the Marriage Law, the Child Protection Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), the National Education System, and related jurisprudence. This study applies normative legal methods with statutory, case-based, and conceptual approaches. The analysis focuses on positive legal norms, Islamic legal principles, and child protection frameworks, using data from literature, court decisions, and relevant regulations. The study concludes that custody of apostate mothers has the potential to disrupt children's religious education. The judge's decision fails to fully consider positive legal norms, the protection of faith, and the national education system, thus failing to guarantee children's right to religious education.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
     Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasti, setiap pasangan menikah bercita-cita memiliki keturunan untuk meneruskan garis keluarga dan mempererat keharmonisan rumah tangga.  Namun kenyataannya, seringkali perkawinan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berujung pada putusnya hubungan perkawinan atau perpisahan atau perceraian. Perbedaan keyakinan dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam perkawinan. Banyak pasangan yang awalnya menyetujui pindah agama saat menikah dan hanya ingin mengikuti keyakinan salah satu pasangannya. Namun jika mereka telah menikah maka mereka akan kembali pada keyakinannya semula, sehingga dapat memicu atau menimbulkan konflik antara suami dan istri yang dapat berujung pada perpisahan atau perceraian.
 Konsekuensi legal perceraian dengan anak berpusat pada hak asuh. Menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "akibat putusnya perkawinan akibat perceraian, baik ibu atau bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”.  Jika perselisihan mengenai hak asuh muncul setelah perceraian, masalah ini dapat diselesaikan di pengadilan. Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi merupakan kasus kontroversial dalam perkara hadhanah (hak asuh) yang melibatkan pasangan beda agama. Putusan tersebut menetapkan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu, meskipun terjadi perubahan keyakinan (murtad) pada pihak ibu. Pertimbangan utama hakim adalah bahwa anak tersebut masih berada pada masa perkembangan awal yang membutuhkan peran dominan seorang ibu secara fisik maupun emosional. 
 Namun, putusan tersebut dikritik oleh berbagai pihak karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yang cenderung tidak memberikan hak asuh kepada orang tua yang telah keluar dari agama Islam. Putusan Mahkamah Agung No. 210 K/AG/1996 menetapkan bahwa ibu yang telah meninggalkan Islam tidak lagi memenuhi syarat sebagai wali (hadhinah), dengan pertimbangan adanya kekhawatiran ia dapat memengaruhi akidah anak. Anak usia di bawah tujuh tahun berada dalam fase perkembangan kognitif dan emosional yang sangat krusial. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, anak usia dini wajib memperoleh stimulasi optimal demi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka.  Kontribusi orang tua penting bagi pembentukan agama anak. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Sisdiknas, pendidikan agama wajib diberikan oleh pendidik seagama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi hak pendidikan agama Islam anak yang diasuh oleh ibu yang murtad.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagaai berikut:
1. Bagaimanakah Implikasi Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Asuh Anak Sampai Dengan Usia 7 Tahun Kepada Ibu Murtad Dalam Pendidikan Anak Mengenal Agama?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PA PARIGI NO. 0117/PDT.G/2016/PA.PRGI Yang Memutuskan Hak Asuh Anak Kepada Ibu Murtad Sampai Usia 7 Tahun Dikaitkan Dengan Pendidikan Anak Mengenal Agama Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional? 
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif berbasis data sekunder/literatur. Hukuman positif, prinsip hukum Islam, dan prinsip perlindungan anak dalam undang-undang dan yurisprudensi adalah objeknya. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa standar dan peraturan hukum yang berlaku, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada kasus tertentu. Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi lima pendekatan utama dalam penelitian hukum, yaitu:
1.	Pendekatan perundang-undangan (statute approach);
2.	Pendekatan kasus (case approach);
3.	Pendekatan konseptual (conceptual approach);
4.	Pendekatan sejarah (historical approach); dan
5.	Pendekatan perbandingan (comparative approach).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga pendekatan utama:
1.	Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap ketentuan dari UU No. 1/1974 (Perkawinan), UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No. 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional).
2.	Pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI dan perbandingan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 210 K/AG/1996.
3.	Pendekatan konseptual, yaitu memakai teori best interest of the child, maqasid syariah, dan teori legal reasoning hakim.
Dengan pendekatan ini, diharapkan analisis dapat lebih komprehensif, tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga nilai dan tujuan hukum.

PEMBAHASAN
A. Implikasi Putusan Hakim Yang Memberikan Hak Asuh Anak Sampai Dengan Usia 7 Tahun Kepada Ibu Murtad Dalam Pendidikan Anak Mengenal Agama
 	Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI menjadi objek kajian menarik karena menetapkan hak asuh (hadhanah) anak diberikan kepada ibu yang telah berpindah keyakinan (murtad) dari agama Islam. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, hal ini menimbulkan perdebatan yuridis dan normatif, sebab kesamaan agama antara anak dan pengasuh merupakan syarat penting sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hak hadhanah gugur apabila ibu murtad. 
Perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan suami karena perbedaan agama. Istri telah berpindah keyakinan dari Islam, sementara dari perkawinan itu lahir seorang anak perempuan yang belum berusia tujuh tahun. Persoalan utama dalam perkara ini adalah siapa yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Secara tekstual, aturan KHI memberikan batasan yang cukup tegas: Ibu yang murtad kehilangan hak hadhanah karena dikhawatirkan dapat mengganggu akidah anaknya. 
Bahkan, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 210 K/AG/1996 telah menegaskan hal serupa dengan mencabut hak asuh dari ibu yang murtad demi menjaga keberlangsungan pendidikan agama anak. Namun, Majelis Hakim PA Parigi mengambil pendekatan berbeda dengan memberikan hak asuh kepada ibu meskipun telah murtad. Alasannya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), yang memprioritaskan kebutuhan kasih sayang, perawatan, dan kedekatan emosional dari ibu, mengingat anak masih berusia di bawah tujuh tahun.
Hakim menafsirkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari diskriminasi, dengan menganggap kebutuhan anak di usia dini untuk dekat dengan ibu sebagai bagian yang harus dilindungi dari hak tumbuh kembang tersebut. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga termasuk dalam pertimbangan hakim. Pasal ini menjamin hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik seagama mereka. Hakim menafsirkan bahwa meskipun ibu murtad, hak anak atas pendidikan agama Islam dapat tetap dijamin melalui sistem pendidikan formal maupun nonformal. Dengan kata lain, pendidikan agama tidak semata-mata ditentukan oleh keyakinan ibu, tetapi juga dapat dijaga melalui peran ayah, keluarga besar, dan lembaga pendidikan.
Meski demikian, putusan ini menimbulkan disparitas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Jika pada yurisprudensi sebelumnya perlindungan akidah menjadi pertimbangan utama, maka dalam putusan ini kepentingan psikologis anak ditempatkan di atas potensi risiko perbedaan agama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sekaligus membuka ruang diskursus baru mengenai prioritas dalam perkara hadhanah. Pengasuhan anak oleh ibu murtad harus diintegrasikan dengan pendidikan agama yang sistematis. Implikasi yuridisnya adalah perlunya rancangan jadwal belajar agama yang jelas dan terpantau, sehingga anak tidak kehilangan arah dalam pembentukan akidah. Secara keseluruhan, putusan ini memiliki implikasi ganda yaitu dengan menjaga kedekatan emosional anak dengan ibu, tetapi juga berpotensi melemahkan pendidikan agama jika tidak diawasi.
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PA PARIGI NO. 0117/PDT.G/2016/PA.PRGI Yang Memutuskan Hak Asuh Anak Kepada Ibu Murtad Sampai Usia 7 Tahun Dikaitkan Dengan Pendidikan Anak Mengenal Agama Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional
Putusan PA Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI menarik perhatian karena menetapkan hak asuh (hadhanah) anak (sampai usia tujuh tahun) kepada ibu yang murtad. Pasal 12 ayat (1) huruf UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menjamin hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama seagama yang diajarkan oleh guru seagama mereka, harus menjadi dasar untuk menilai pertimbangan hakim dalam keputusan ini. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bahwa hak anak atas pendidikan agama tidak boleh diabaikan dalam setiap putusan pengadilan, termasuk dalam perkara hadhanah.
Putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ibu yang murtad dapat menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan agama Islam, jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut (Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas). Anak yang beragama Islam seharusnya mendapatkan bimbingan pendidikan agama Islam secara konsisten agar tumbuh dengan identitas keagamaan yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Apabila anak berada dalam pengasuhan orang tua yang tidak seagama, maka terdapat risiko terganggunya pelaksanaan hak tersebut, sehingga hakim seharusnya lebih berhati-hati dalam memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak, tidak hanya dari aspek perkembangan fisik dan psikologis, tetapi juga dari aspek pendidikan agama.
Hakim seharusnya mengaitkan keputusan hadhanah dengan jaminan normatif dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas, sehingga hak anak atas pendidikan agama tetap terjamin meskipun orang tua kandungnya mengalami perbedaan keyakinan. negara menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya sejak kecil. Dalam konteks perkara ini, ketika ibu sebagai pengasuh utama berbeda agama, terdapat risiko pelaksanaan norma tersebut terhambat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya memastikan adanya mekanisme atau syarat yang dapat menjamin hak ini tetap terpenuhi, meskipun pengasuh utama berbeda keyakinan dengan anak.
Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum positif, hukum Islam, yurisprudensi, dan perlindungan anak, seharusnya setiap putusan hadhanah yang melibatkan perbedaan agama antara pengasuh dan anak memuat syarat-syarat yang menjamin perlindungan akidah anak. Hal ini akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan emosional dan spiritual anak, sehingga kepentingan terbaik anak dapat terpenuhi secara utuh.
                          PENUTUP
		  Kesimpulan
     Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Implikasi Putusan Hakim yang Memberikan Hak Asuh Anak Sampai dengan Usia 7 Tahun kepada Ibu Murtad dalam Pendidikan Anak Mengenal Agama. Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI yang memberikan hak asuh anak kepada ibu murtad hingga usia tujuh tahun memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Dari aspek pendidikan agama, putusan ini berpotensi menimbulkan risiko terganggunya pembentukan akidah dan pemahaman agama Islam anak, mengingat masa usia dini merupakan periode krusial dalam penanaman nilai-nilai keagamaan. Namun, putusan ini juga dapat mempertahankan kestabilan emosional anak dengan tetap berada bersama ibunya. Implikasi tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan dan syarat-syarat khusus yang menjamin hak anak atas pendidikan agama tetap terpenuhi, seperti mewajibkan pengasuh untuk mengikutsertakan anak dalam pendidikan formal dan nonformal berbasis Islam, serta keterlibatan keluarga ayah dalam pembinaan keagamaan anak..
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak kepada Ibu Murtad sampai Usia 7 Tahun Dikaitkan dengan Pendidikan Anak Mengenal Agama Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional.
Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sesuai UU Perlindungan Anak. Hakim memprioritaskan kebutuhan emosional anak di bawah usia tujuh tahun. Akan tetapi, pertimbangan tersebut kurang menekankan perlindungan pendidikan agama anak secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut.

Saran 
  Untuk mewujudkan sistem peradilan perdata yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam membahas hadanah kepada ibu yang murtad, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan secara seimbang aspek psikologis anak dan hak atas pendidikan agama dalam perkara hadhanah. Khususnya dalam kasus seperti Putusan PA Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.PRGI, hakim harus merujuk tidak hanya pada KHI, tetapi juga pada UU Perlindungan Anak, UU Sisdiknas, dan yurisprudensi MA untuk menghindari disparitas hukum. Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa pemegang hak asuh mampu memenuhi pendidikan agama anak sesuai keyakinannya, guna menjaga prinsip kepentingan terbaik anak secara utuh. 
2. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi kekaburan hukum dan disparitas putusan dalam pemberian hak asuh akibat pindah agama, melalui penyediaan pedoman yang lebih jelas dan tegas. Selain itu, diperlukan revisi atau penyesuaian regulasi yang ada, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar selaras dengan prinsip perlindungan dan keuntungan terbaik anak, termasuk hak atas pendidikan agama. Terakhir, Pemerintah disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan agama anak pasca-hadhanah, demi menjamin pemenuhan hak spiritual dan emosional anak secara utuh.
Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.
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